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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 853/Pdt.G/2023/PA.Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

AZIA  LASTRI  SAPITRI  Binti  SYAHRIAL, NIK  1404154107880095,

Tempat  dan  Tanggal  Lahir  Mandahiling  10

Agustus  1988,  Umur 35 tahun,  Agama Islam,

Pendidikan  SLTA/Sederajat,  Pekerjaan  Guru

PAUD,  Alamat  di  Jalan  Baharudin  Yusuf,  RT.

001,  RW.  005,  Kelurahan  Tembilahan  Barat,

Kecamatan  Tembilahan  Hulu,  Kabupaten

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut

Penggugat;

m e l a w a n,

ROZI  HAMZAH  Bin  BUYUNG  ASRIL,  NIK  :  1404150112820005,

Tempat  dan  Tanggal  Lahir  Medan,  01

Desember 1984, Umur 38 tahun, Agama Islam,

Pendidikan  SLTA/  Sederajat,  Pekerjaan

Pedagang,  Alamat  di  Jalan  Baharudin  Yusuf,

RT. 001, RW. 005, Kelurahan Tembilahan Barat,

Kecamatan  Tembilahan  Hulu,  Kabupaten

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23

November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan
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pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 dengan register perkara Nomor

853/Pdt.G/2023/PA.Tbh  telah  mengajukan  gugatan  yang  berbunyi  sebagai

berikut:.

1. Bahwa  pada  hari  Rabu  tanggal  04  Mei  2011  telah  dilangsungkan

perkawinan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  yang  dilaksanakan

menurut  hukum  dan  sesuai  dengan  tuntunan  ajaran  agama  Islam.

Perkawinan  tersebut  telah  dicatatkan  di  hadapan  Pejabat  PPN Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan  Pelangiran,  Kabupaten  Indragiri  Hilir,

sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 131/03/V/2011 tertanggal

12 September 2023;

2. Bahwa  setelah  menikah,  pada  awalnya  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di

rumah  kediaman  orang  tua  Tergugat di  Desa  Pelangiran,  Kecamatan

Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3

tahun;  kemudian  terakhir  hidup  bersama  di  kediaman  rumah  sewa  di

Kelurahan  Tembilahan  Barat,  Kecamatan  Tembilahan  Hulu,  Kabupaten

Indragiri Hilir, Provinsi Riau, hingga sekarang;

3. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Penggugat  berstatus  gadis,  sedangkan

Tergugat berstatus jejaka;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan

badan  (ba’da  dukhul) sebagaimana  layaknya  pasangan  suami  isteri,

namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan

harmonis, akan tetapi sejak bulan  Desember tahun  2013 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi,

sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus

disebabkan oleh karena;

a. Tergugat  sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap

Penggugat;

b. Tergugat  bersifat  tempramental  dan  emosional  seperti  suka  berkata  kasar,

menghina, mencaci maki Penggugat;

c. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ketika marah.
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6. Bahwa  percekcokan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  semakin  tajam  dan

memuncak pada bulan April tahun 2023  yang menyebabkan antara lain: 

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun telah pisah ranjang

sejak bulan April tahun 2023 atau sudah selama 7 bulan;

b. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  lagi  menjalankan  hak  dan

kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, nafkah bathin sejak

bulan April tahun 2023 dan nafkah lahir masih terpenuhi hingga saat ini;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat  masih ada komunikasi yang baik  akan tetapi

sudah tidak saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa  atas  permasalahan  dan  kemelut  rumah  tangga  yang  dihadapi,

Penggugat  (telah  memusyawarahkan)  dengan  keluarga,  baik  keluarga

Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi

untuk  mempertahankan  dan  menyelamatkan  perkawinan,  sehingga

kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang

diuraikan  diatas  sudah  sulit  dibina  dan  dipertahankan  lagi  untuk

membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,  mawaddah wa rahmah

sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih

baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas,  gugatan  perceraian  Penggugat

terhadap Tergugat  atas dasar  pertengkaran yang terjadi  terus menerus

dan  tidak  mungkin  hidup  rukun  dalam  suatu  ikatan  perkawinan,  telah

memenuhi  unsur Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar

hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil  dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini

Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari

persidangan,  kemudian memanggil  Penggugat  dan Tergugat  untuk  diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:
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PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat   (Rozi  Hamzah  bin  Buyung

Asril) terhadap Penggugat (Azia Lastri Sapitri binti Syahrial);

3. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa  Penggugat  telah  datang  sendiri  ke  persidangan  sedangkan

Tergugat  yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut  tidak  datang hadir  di

persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati agar Penggugat mengurungkan

niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, serta memperbaiki rumah tangganya

dengan  Tergugat  selain  itu  Majelis  Hakim  pun  telah  menerangkan  hasil

rumusan  hukum  kamar  agama  terkait  batas  minimal  pengajuan  cerai

sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa “perkara

perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami/  istri  berselisih  dan  bertengkar  terus

menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Bahwa atas nasihat  dan penjelasan Majelis  Hakim maka Penggugat

selanjutnya  menyatakan  mencabut  gugatannya  dan  selanjutnya  mohon

penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  dan

mendamaikan  kedua  belah  pihak  yang  berperkara,  sehingga  Penggugat

menyatakan  akan  mencabut  gugatannya  dan  mempertimbangkan  kembali

nasihat  Majelis  Hakim  agar  memperbaiki  hubungan  dengan  Tergugat,  oleh

karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  menyatakan  mencabut

gugatannya dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar

hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah

dipanggil  secara  sah  menurut  hukum  namun  tidak  hadir,  karena  itu

ketidakhadiran  Tergugat  dianggap  menyetujui,  untuk  itu  maksud  Penggugat

untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah  proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai  Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  yang telah

diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;  

2. Menyatakan perkara Nomor 853/Pdt.G/2023/PA.Tbh dicabut;  

3. Membebankan  kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp500.000 ( lima ratus ribu rupiah);  
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Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 Masehi, bertepatan

dengan  tanggal  27  Jumadil  Awwal 1445  Hijriyah,  oleh  kami  Muhammad

Aidzbillah,  S.Sy. sebagai  Ketua  Majelis,  Amry  Saputra,  S.H. dan  Ahmad

Khatib,  S.H.I. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  Senin,  tanggal  11

Desember 2023  Masehi, bertepatan dengan tanggal  27  Jumadil Awwal 1445

Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

dan dibantu oleh Miswan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota

Amry Saputra, S.H.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Ketua Majelis,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.
Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 80.000,00
-  Panggilan : Rp 340.000,00
-  PNBP : Rp 30.000,00
-  Sumpah : Rp ,00
-  Penerjemah : Rp ,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp               10.000,00  
J u m l a h : Rp 500.000,00
(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
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